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Realitas
Industri
Halal
Nasional

“Jangankan sebagai
produsen dan menjadi
pemain global, untuk
memenuhi kebutuhan
makanan halal
domestic saja kita
masih harus impor”
(Wakil Presiden, KH.
Ma'ruf Amin, 28 Juli 2021

b

Dampak Ekosistem Sertifikasi
Halal Terhadap Industri Nasional

A

Pembangunan
Nasional

Regulasi Industri Halal

* Undang-undang No. 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal (JPH)
= Berlaku sejak 17 Oktober 2019.

.

Namun pemberlakuannya belum disiapkan

sarana prasarananya, seperti :

1. BPJPH (Badan Penyelenggara Produk
Halal) segera dibentuk

2. Belum ada Peraturan Pemerintah

3. Belum ada Keputusan Menteri Agama soal
tarif dan lainnya

4. Belum ada audito

5. Belum tersedia PH (Lembaga Pemeriksa

Halal).

(Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy, 2019)

Revisi

Devisa

Industri Halal

Undang-undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Berlaku sejak 2 November 2020
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Perubahan
Mendasar
Alur
Sertifikasi
Halal

Persyaratan
auditor halal

Tata Cara
memperoleh
sertifikasi halal

Waktu
penerbitan

syarat pengangkatan auditor halal oleh LPH, yakni:

(a) Warga negara Indonesia

(b) Beragama Islam

(c) Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di
bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri,
biologi, atau farmasi

(d) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai
kehalalan produk menurut syariat Islam

(e) Mendahulukan kepentingan umat di atas

ti: ibadi dan/atau gol
) Memperoleh sertifikat dari MUI

Pada pasal 29 ayat (1) dijelaskan permohonan sertifikat
halal diajukan pelaku usaha secara tertulis kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pasal 29
ayat (2) disebutkan, permohonan sertifikat halal harus
dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan
jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan,
dan proses pengolahan produk. Kemudian, Pasal 29 ayat
(3) berisi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam
peraturan menteri

Pasal 35 sertifikat halal diterbitkan BPJPH paling lama 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan
produk diterima dari MUL

Sumber:

Menghapus poin £

Ketentuan mendapatkan sertifikat halal pada Pasal 29
ayat (3) diubah menjadi jangka waktu verifikasi
permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1
hari kerja.

ifikat halal seb Pasal 34 ayat (1) dan Pasal
34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari
kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.

Pasal 35A ayat (2) dijelaskan, apabila MUI tidak dapat
memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam

proses tapkan fatwa, maka BPJPH
dapat langsung menerbxtkan sertifikat halal.

https:/ /www.kompas.com/tren/read /2020/10/08/ 063000665/ simak-ini-ketentuan-sertifikat-

halal-untuk-produk-di-uu-dipta-kerja?page=all.

Sertifkasi Halal

DATA SERTIFIKASI HALAL LPPOM MUI
PERIODE 2015-2019

®JumlahProduk  ®Jumlah Sertifikasi Halal

#Jumlah Perusahaan

Untuk memenangkan kompetisi global dalam
industri halal salah satunya keharusanya
memegang sertifikasi halal bagi produk-
produk kita

(Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia,

2021)
205 (IEENEEE 7500
Sertifikat halal dapat meningkatkan d Kelimpulan
sairng produk S&?Mmenrﬂrgnun ban;ZIi 1. Pemerintah sebaiknya segera menerbitkan
pengusaha UMKM  belum  memiliki peraturan turunan dari UU No.11 Tahun 2020

pemahaman itu sehingga kesadaran untuk
melakukan sertifikasi halal masih rendah.
(Wakil Direktur Lembaga Pengkajian
Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
Muti Arintawati, Juli 2020)

Tentang Cipta Kerja sebagai pedoman pelaksanaan

sertifikasi halal

Pemerintah sebaiknya bukan sekadar menghimbau,
tetapi ‘memaksa’ pelaku usaha industri halal untuk

mengurus sertifikasi halal
Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja

negara yang diperuntukan pada program sertifikasi

halal

Proceedings homepage: https://conferenceproceedings.ump.ac.id/index.php/psssh/issue/view/14



https://conferenceproceedings.ump.ac.id/index.php/psssh/issue/view/14

